Salinan

BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2024

TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

a. bahwa sesuai hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri

dalam persetujuan Tambahan Penghasilan Pegawai
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bojonegoro, perlu dilakukan perubahan
terhadap Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 30 Tahun
2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur
Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bojonegoro;

.bahwa sesuai dengan Lampiran Keputusan Menteri

Dalam Negeri Nomor : 900-4700 Tahun 2020 tentang
Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap
Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan Pemerintah Daerah, pada prinsipnya untuk
pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil
Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah sesuai
kemampuan keuangan daerah dari besaran basic
Tambahan Penghasilan Pegawai;

. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Nomor 30 Tahun 2024 tentang Tambahan
Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;



2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya
Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar
Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,
Jawa Barat dan Daerah Istimewa yogyakarta (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2730);

.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomorl43, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);



6.

10.

11.

12,

13.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6897);

. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 604 1);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negari Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 67 18);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang
Pedoman Evaluasi Jabatan;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai
Negeri Sipil;



14.

15.

16.

17:

18.

19.

20.

21.

w o e

Peraturan Menteri Pendayagunaan Apratur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang
Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi
Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
26);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang
Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem
Kerja Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan
Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 181);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang
Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 1047);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun
2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam
Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur

Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;



Menetapkan

22.Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 13) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2021 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 Nomor 8);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun
2021 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021
Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Nomor 30 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan
Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bojonegoro.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 30
Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai
Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bojonegoro (Berita Daerah Kabupaten
Bojonegoro Tahun 2024 Nomor 30), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 3
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Penetapan besaran TPP ASN di Lingkungan
Pemerintah Daerah didasarkan pada besaran Basic
TPP ASN sesuai ketentuan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku dengan memperhatian
kemampuan keuangan daerah yang didasarkan pada
parameter sebagai berikut:

a. Kelas Jabatan;

b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah;

c. Indeks Kemahalan Konstruksi; dan

d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

(2) Basic TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diperoleh dari hasil perkalian antara Besaran
Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
perkelas jabatan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan, indeks kapasitas fiskal
daerah, indeks kemahalan Kkonstruksi dan indeks
penyelenggaraan pemerintah daerah.



(3) Perhitungan Basic TPP ASN sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan
keuangan daerah.

(4) Perhitungan Basic TPP ASN sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

2. Ketentuan Pasal 5 ayat (4) dan ayat (5) dihapus, sehingga
Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)
()
(©)

Pasal 5

TPP berdasarkan beban kerja dan prestasi kerja
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan
huruf b diberikan kepada Pegawai ASN yang bertugas
di Lingkungan Pemerintah Daerah.

TPP berdasarkan beban kerja diberikan kepada
Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas
melampaui beban kerja normal, minimal 112,5 jam
perbulan (seratus dua belas koma lima jam perbulan)
atau batas waktu normal minimal 170 jam perbulan
(seratus tujuh puluh jam perbulan).

TPP berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada
Pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi
sesuai bidang keahliannya atau inovasi dan diakui
oleh pimpinan diatasnya.

dihapus

dihapus.

Penerima dan Besaran alokasi TPP ASN sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan
Bupati.

3. Ketentuan Pasal 6 ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 6
berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 6

TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diberikan kepada

Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan

tanggungjawab memiliki resiko tinggi seperti resiko

kesehatan, keamanan jiwa dan lainnya.

Kriteria TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pegawai

ASN yang melaksanakan tugas sebagai berikut:

a. pekerjaan yang Dberkaitan langsung dengan
penyakit menular;

b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan
kimia berbahaya/radiasi/bahan radioaktif;

c. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;
dan

d. pekerjaan berisiko dengan aparat pemeriksa dan
penegak hukum.



(3) dihapus.
(4) Penerima dan Besaran TPP berdasarkan kondisi

kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

4. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 7
berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)
(3)

Pasal 7

TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf d diberikan kepada
Pegawai ASN yang memiliki keterampilan yang
dibutuhkan untuk pekerjaan khusus dan kualifikasi
pegawai ASN sangat sedikit/hampir tidak ada yang
bisa memenuhi pekerjaan tersebut.

dihapus.

Penerima dan Besaran TPP berdasarkan kelangkaaan
profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

5. Ketentuan Pasal 10 ayat (10) diubah, di antara ayat (10)
dan ayat (11) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (10a)
sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 10

Pemberian TPP ASN setiap bulan dinilai berdasarkan
produktifitas kerja dan disiplin kerja.

(2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan

&

berdasarkan pada:

a. Penilaian produktivitas kerja sebesar 60% (enam
puluh persen) dari besaran TPP yang diterima ASN;
dan

b. Penilaian disiplin kerja sebesar 40% (empat puluh
persen) dari besaran TPP yang diterima ASN.

TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak

diberikan kepada:

a. ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang nyata-
nyata tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan
tertentu pada Perangkat Daerah;

b.ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang
diberhentikan sementara atau dinonaktifkan;

c. ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah yang
diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan

hormat;



(4)

(5)

d. ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah yang
diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/Lembaga
negara dan/atau Lembaga lainnya diluar Pemerintah
Daerah;

e. ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah yang
diberikan cuti diluar tanggungan Negara atau
dalam masa bebas tugas untuk menjalani masa
persiapan pensiun,;

f. ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah yang
sedang mengajukan banding administratif kepada
Badan Pertimbangan ASN atau mengajukan
gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara
serta tidak diizinkan masuk kerja sesuai
ketentuan; dan

g. ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah yang
sedang dalam tugas belajar dengan diberhentikan
dari Jabatannya.

Pegawai ASN yang ditunjuk sebagai Plt atau Plh atau

Penjabat dapat diberikan TPP Pegawai ASN tambahan

dengan persyaratan sebagai berikut:

a. diangkat dengan Surat Perintah Bupati; dan

b. telah menjabat paling singkat 1 (satu) bulan
kalender.

Pemberian TPP Pegawai ASN tambahan bagi Plt atau

Plh atau Penjabat sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. pejabat atasan langsung atau atasan tidak
langsung yang merangkap sebagai Plt atau Plh atau
Penjabat menerima TPP ASN tambahan, ditambah
20% (dua puluh persen) dari TPP ASN dalam
jabatan sebagai Plt atau Plh pada jabatan yang
dirangkapnya;

b. pejabat setingkat yang merangkap Plt atau Plh atau
Penjabat jabatan lain menerima TPP ASN yang lebih
tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP
ASN yang lebih rendah pada jabatan definitif atau
jabatan yang dirangkapnya; dan



6)

(10)

c. pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang
berhalangan tetap atau berhalangan sementara
yang merangkap sebagai Plt atau Plh atau Penjabat
hanya menerima TPP ASN pada jabatan TPP ASN
yang lebih tinggi.

TPP bagi ASN pindahan dari instansi lain ke
Pemerintah  Daerah  diberikan  kepada yang
bersangkutan setelah 6 (enam) bulan terhitung mulai
tanggal Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas
dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan
daerah dan/atau ketersediaan anggaran berdasarkan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

TPP bagi ASN dipekerjakan/diperbantukan dari

instansi lain ke Pemerintah Daerah diberikan kepada

yang bersangkutan setelah mendapatkan Surat

Pernyataan Melaksanakan Tugas dengan

mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah

dan/atau  ketersediaan anggaran  berdasarkan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pembayaran TPP Pegawai ASN bagi Calon PNS

dibayarkan sesuai dengan Jabatan yang tercantum

pada Surat Keputusan pengangkatan sebagai Calon

PNS.

Pembayaran TPP Pegawai ASN Calon PNS dibayarkan

terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan

Menjalankan Tugas.

Pembayaran TPP pegawai ASN bagi Calon PNS dan

Calon PNS yang dipekerjakan/diperbantukan dari

instansi lain ke Pemerintah Daerah dibayarkan

sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP
kelas jabatannya.

(10a)Pembayaran TPP pegawai ASN bagi PPPK tenaga

(11)

teknis dibayarkan maksimal 60% (enam puluh
persen) dari nilai TPP kelas jabatannya dan sesuai
dengan masa kerja yang ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

Dalam hal TPP bagi ASN dipekerjakan/diperbantukan
dari instansi lain ke Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (7) belum ditetapkan kelas
jabatan dan/atau tidak tersedia kotak/wadah jabatan
pada peta jabatan, TPP ASN diberikan sebesar 80%
(delapan puluh persen) berdasarkan kelas jabatan
yang setara dengan jabatan ASN
dipekerjakan/diperbantukan.
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(12) Mengalokasikan anggaran TPP bagi inspektorat
daerah berdasarkan kriteria tertentu sesuai dengan
ketentuan:

a. besaran alokasi anggaran TPP inspektur daerah
lebih kecil dari sekretaris daerah namun lebih
besar dari kepala perangkat daerah lainnya; dan

b. besaran alokasi anggaran TPP  jabatan
administrator dan pengawas, serta jabatan
fungsional tertentu pada inspektorat daerah lebih
besar dari jabatan administrator dan pengawas
serta jabatan fungsional tertentu pada perangkat
daerah lainnya.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam  Berita Daerah  Kabupaten
Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 5 Maret 2025

BUPATI BOJONEGORO,
ttd.

SETYO WAHONO

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 5 Maret 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,

ttd.

DJOKO LUKITO

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2025 NOMOR 7.
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